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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 

unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran y ng 
selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah 
yang menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang 
ketenteraman, ketertiban urn um, perlindungan 
masyarakat dan sub urusan kebakaran. 

6. Ketenteraman adalah suatu kondisi dimana Pemerintah 
Daerah bersama masyarakat berada dalarn suasann 
tertib dan teratur. 

7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang 
teratur dan tertata dengan baik sesuai kaidah hukurn, 
kaidah sosial, dan kaidah kesusilaan guna mewujudkan 
kehidupan masyarakat yang dinamis, arnan, tenteram, 
lahir dan batinf 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN JAM 
MALAM DI KABUPATEN SUMBA TENGAH. 

3. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tnhun 
2015 tentang Pcmbcntukan Prociuk Hukurn Daer h 
(Serita Negara Republik Indonesia Tnhun 2015 Nomor 
2036) sebagairnana tclah diubah dengan P ·ruturnn 
Menteri Dalam Negcri Nomor 120 tnhun 2018 t ntung 
Perubahan Atas Pcrnturan Menteri Dnlnrn N g ri 
Nomor 80 Tahun 2015 tcntung Pembent kan Produk 
Hukum Dacrnh (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

4. Peraturan Daerah Kabupatcn Sumba Tengah Nomor 4 
Tahun 2016 tcnlong Pembentukan Dan Busunan 
Pcrangkat Daerah Kabupatcn Sumba Tcngah 
(Lembaran Daerah Kabupatcn Sumb Tcngah Tahun 
2016, Nomor 4); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Kctcrtiban 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah 
Tahun 2016 Nomor 8); 
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Ruang lingkup dalam P ratur n up ti ini &: d: lah 
mengendalikan aktifit s p da jam rnal m an meliputi : 

a. rnenertibkan seti p or ng yang beruktifita - p 
j m malam; 

b. memerik a dan m n rtibkan s tiap kend r an 
roda dua dan r <la mpat atau l bih yang 
b r· ktifita pad jam rnalarn: 

c. melakukan razi p r daran minum n keras;J 

Pasal3 

Pengaturan tentang pemberlakuan Jam Malarn di 
Ka bu paten Sumba Tengah bertujuan un 
menumbuhkan kesadaran masyarakat terh d p u ah 
menjaga dan memelihara lingkungan dalam men ipt 
ketentraman dan ketertiban ma y· rakat gar terlak 
kegiatan pembangunan demi terwujudnya k ej hter 
masyarakat. 

Pasal 2 

BAB II 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

8. Ternak adalah h , an pcliharaan yang produkny 
dip runtukkan s ba ai p nghas ii pangan b h n baku 
indu: tri, jas d n/atnu ho ... ii ik tnnn a y terkait 
d ngan pcrtnnian. s r i , pi kerb u, k rd mbin , 

ornba, dan I a i. 
Min irnan l all« h l adalah min mr n · 
th nr 1 ng di ros s dari han h . ii 

men nn ung kar hidra d ng n ara f rm nt si 
tilasi atau f rm nt si n d , ila: i. 

cara m ml rikan rlakuan terl bih d h I ta 1 
m nam ahkan ahan Jain atau idak m upun 
di ros d n an ara men amp r kons en 

h n 1 ata u d n n ara p n g n eran 
m n an un ethan 1 an ra a1 dari fermen i. 

10. atuan P ngcdaran adalah tindakan mema ukk n 
m nyirnpan mengedarkan dan a au menj I 
men kon um i minurnan bera]kohol. 

11. P m rik aan adalah rangkaian kegia an untuk menc ri 
men mpulkan dan mengelola data dan/ au 
keterangan lainnya dalam rangka penyidikan 
p nuntutan pcngendaJian dan pengawa an terhad p 
egaJa bentuk kegiatan ang berhubun an denzan 

pemb rlakuan jam malam. 
12. Jam rnalam adalah batasan waktu bagi m yarak t 

daJam melaksanakan aktivitas untuk tujuan tertentu. 
13. istem keamanan Lingkungan yang elanju ny 

disingkat Siskamling adalah usaha dalarn r n ka 
menjaga keamanan dan ketertiban masy rakat setemp t. 



( 1) Jam malam dikecualikan bagi setiap orang di Juar 
desa setempat untuk keperluan : 

a. adat dan atau acara keagamaan; dan 
b. mendapatkan pertolongan medis pada 

instalasi kesehatan. 
(2) Bagi setiap orang di luar desa setempat untuk 

keperluan adat dan atau acara keagamaan wajib 
memberikan identitas yang jelas kepada petugas 
penjaga pada Pos keamanan lingkungan desa yang 
bersangkutan. ~ 
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( 1) .Jurn rnulum diberlakuk n setiap hari muJai pukul 
22.00 WJTA sampai dcngan pukul 06.00 WITA bagi 
Bcfr P orang yang bukan sebagai penduduk desa 
ctcmp: t. 

(2) Pcmbcrlakuan jam maJam sebagaimana dimaksud 
p· du ayat (1) yakni mengendalikan aktifitas jam 
malarn yang rncliputi 
a. mcrncriksa dan rnenertibkan setiap orang yang 

bcraktifitas pada jam malam; 
b. merncriksa dan menertibkan setiap kendaraan 

roda dua dan roda empat atau Jebih yang 
bcraktifitas pada jam malam; 

c. meJakukan razia dan penertiban peredaran 
minuman keras; 

d. sctiap orang yang mengkonsumsi minuman 
kcras secara berlebihan dan menggangu 
ketentraman dan ketertiban umum; 

e. menertibkan penggunaan senjata tajam; dan 
f. menertibkan lalu Iintas ternak. 

Paw I 4 

PasaIS 

J ugio n K .suui 
Pcnertiban 

JJAJJ Ill 
J>bMUI• J(LAKUAN ,JAM MALAM 

rl. J uw,1111111 t.flur orsan11. ym ${ mcngkon urnr i 
, n In 111t11111 J1,:1 ,.,. u:cn u ~ c lchi on dn n m ·npga ng 
J • t. I l It I rt1 t U II fl d II fl J~ t: I • r I if JSI 11 l rrm t ; 

e. 1,r.,H~t f lf )lttl r cnn~1rn1uu t tnjafu Hjs m; don 
t. p ncrf limn In Ju lir 111 • tern k. 
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Setiap orang yang melihat atau mengetahui telah 
terjadinya pelanggaran ketentuan jam malam dan 
gangguan ketenteraman dan/ a tau ketertiban, wajib 
melaporkan dan memberikan infonnasi kepada 
Pemerintah Desa, Camat dan Satpol PP atau perangkat 
keamanan terdekatk 

Pasal 9 

Masyarakat wajib : 
a. membantu mengawasi jalannya pemberlakuan jam 

malam; dan 
b. mencegah terjadinya tindakan yang mengganggu 

ketentraman dan ketertiban. 

Pasal 8 

BAB III 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dapat dihentikan bilamana kondisi 
ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sudah 
kembali normal. 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Jangka Waktu Pemberlakuan Jam Malam 

(1) Pengorganisasian pelaksana pemberlakukan jam 
malam berbentuk satuan tugas (satgas) dengan 
struktur yang terdiri dari: 

a. Pembina; 
b. Penanggung jawab; 
c. Pengarah; 
d. Ketua 
e. Wakil Ketua 
f. Sekretaris 
g. Koordinator Operasi; 
h. Koordinator Patroli; 
1. Koordinator Logistik; 
j. Koordinator lnformasi dan komunikasi; dan 
k. Koordinator Siskamling; 

(2) Satuan tugas (Satgas) yang mengawasi 
pemberlakuan jam malam ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
Pengorganisasian 
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(1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 14, wajib memberikan perlindungan 
kepada pelapor. 

(2) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada 
pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.f 

Pasal 15 

TNI dan POLRI menerima dan menindaklanjuti 
laporan/pengaduan masyarakat tentang pelanggaran 
ketentuan pemberlakuan jam malam. 

Pasal 14 

TNI dan POLRI bersama Pemerintah Daerah membantu 
pemerintah desa dalam memfasilitasi pembentukan dan 
pelaksanaan sistem keamanan lingkungan. 

Pasal 13 

TNI dan POLRJ dapat bersinergi dengan Satpol PP 
dengan melakukan tindakan preventif maupun represif 
yang dianggap perlu dalam menjaga ketentraman dan 
ketertiban dalam masyarakat. 

P I 12 

TNI dan POLRI membantu mengawasi jalannya 
pemberlakuan jam malam. 

Pasal 11 

BABV 
PERAN SERTA TNI DAN POLRI 

(1) Membantu mengawasi jalannya pemberlakuan jam 
malam. 

(2) Melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan jam 
malam kepada masyarakat. 

(3) Mendirikan Pos Sistem kaamanan lingkungan di 
setiap wilayah yang dianggap rawan. 

(4) Menggalang masyarakat untuk berperan aktif 
dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan. 

Pasal 10 

BAB JV 
PERAN SERTA PEMERJNTAH DESA 
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AB VI 
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